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Data pribadi merupakan rangkaian informasi mengenai suatu individu dan akan terus melekat terhadapnya.
Pelindungan data pribadi merupakan salah satu instrumen dalam menegakkan hak privas suatu individu
yang telah dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945. Meskipun telah terdapat kewajiban hukum untuk melindungi,
penggunaan data pribadi tidak lekang dari adanyarisiko kegagalan pelindungan atau penyalahgunaan dan
mengakibatkan pelanggaran hak privasi. Risiko ini pun tidak berhenti saat subjek data pribadi telah
meninggal. Sebab, suatu data pribadi yang telah tersimpan tidak secara otomatis dapat terhapuskan
melainkan terdapat syarat dan prosedur yang diberlakukan sebagaimana kebijakan privasi sistem elektronik
dan ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih, dampak dari pelanggaran atau kegagalan pelindungan data
pribadi tersebut dapat membawa pengaruh ke pihak keluarga yang masih hidup. Namun, upaya pelindungan
terhadap subjek data pribadi yang telah meninggal tidak merupakan ketentuan pokok dalam hukum
pelindungan data pribadi seperti dalam GDPR atau UU PDP. Di sisi lain, PDP Prancis dan PDPA Singapura
telah mengakui adanya kedudukan subjek data pribadi yang telah meninggal dan memberlakukan
pelindungan terhadap subjek data pribadi yang meninggal dengan tujuan terhadap subjek data pribadi yang
telah meninggal atau pihak keluarga. Oleh sebab itu, melalui metode penelitian yuridis normatif dengan
metode analisis data studi komparatif Penulis melakukan analisis perbandingan negara yang telah memiliki
regulasi mengenai pelindungan data pribadi atas subjek data pribadi yang telah meninggal serta terkait
konsekuensi hukum yang terjadi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa segjatinya Indonesia telah
mengakui adanya ketentuan pelindungan tersebut melalui Pasal 439 KUHP dan Pasal 32 ayat (1) PM
Kesehatan 24/2022. Akibatnya, diperlukan pengaturan pemberlakuan pemenuhan hak privasi dan
pelindungan data pribadi terhadap subjek data pribadi yang telah meninggal secara komprehensif.

...... Personal datais a series of information about an individual and will remain associated with the
individual. Personal data protection is one of the instruments in upholding the right to privacy of an
individual that has been guaranteed by Article 28G of the 1945 Constitution. Regardless of the legal
obligation to protect, the use of personal datais inevitable from the risk of failure or misuse of personal data
and resulting in aviolation of privacy rights. Thisrisk does not stop even when the personal data subject is
deceased. Since, persona datathat has been stored in cyberspace cannot be automatically erased, there are
terms and procedures that are applied as the privacy policy of the electronic system and applicable law.
Moreover, the impact of aviolation or failure to protect personal data can affect the family. However, the
protection of deceased personal data subjectsis not afundamental provision in personal data protection, as
in the GDPR or the PDP Law. On the other hand, the French PDP and Singapore PDPA have recognized the
position of deceased personal data subjects and enacted the protection of deceased personal data subjects for
the purpose of deceased personal data subjects or the family. Thus, through normative juridical research
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method with comparative study data analysis method the author conducts a comparative analysis of
countries that have regulated the protection of personal data on deceased personal data subjects and related
legal consequences. The outcome shows that Indonesia Regulations has recognized the existence of such
protection provisions through Article 439 of the Criminal Code and Article 32 paragraph (1) MOH
Regulation 24/2022. Therefore, it is necessary to comprehensively regulate the implementation of the
fulfilment of the right to privacy and personal data protection for deceased personal data subjects.



